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RUPATS KEFALA DABRRAH TINGKAT II SEMARANGJ

Herimbang : a. bahwa dibeborans tempat 41 Daoreh Kabupaten Dacrah

Tingkat IT Scmarang telah tampak adanya gejala me—

ringkatnys jumlah Yanitz Tunz Susila melakukan ko-

‘giatan bailk di tempat umum maupun dijalan umum ,

-]

gchingga dilhavatirikan okan monimbulkan akibat

yang negatif bagl masyarakat umwanyz ;

b. behwa schubungon dengan hal terscbut diatas, porlu

diadakan uscha~usaha untuk menanggulangi dan meoro-

habilitesi Vanita Tuna Susila baik perorangan mau-

pun dalom kolompol,

tongingat

L» Undang-undan; Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~Po-

kol Pemerintahan Di Dacerah (Lembaran Negara Repu —

blik Indoncsia Tahun 1974 Nemor 38 3 Tambahan

Lembaren Fopora Homor 3037)

2, Undenp—undang omnr 13 Tahun 1050 tentang Pombon -~

tukan Dacrah-dzerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawe Tengah jo Peranturan Fomorintah Womor

16 Taohun 1970 tentang Porluasan Kotamadya Dacrah

2
1

Tingkat IT Somarang
i. ?

3. Undenpg-undang Repablik Indonesia Fomor 6 Tahun

1974 tentenp Ko~ entuan—ketentuan Pokok Kosejahte -

raan Sosisl {Lembaren Negara Republik Indoncsia

Tanun 1974 Homor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Fo-

-mor 3039,

Dengen porsciujuan Deowen Perwakilan Rakyat Dacrnh Kabupaten Danorah

Tingkat IT Scmarang.
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MEMUT TUSKAN B

Meﬁo%apkan PERATURAH DAERAH KABUFPATEN DAERAH TINGKﬁT Tr SEMARANG
TENTANG PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI WANITA TUNA
SUSTLA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dzlam Poraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan ¢
a. Pemerintah Dacrah adaléh Pomerintah Kabupaten
Dacrah Tingkat II Scmarang ; - |
b, Bupati Kepala Daorah adalah Bupati Kepala Daerah.
Tingkat II Scemarang ; . '
c. Dinas Sosial adalah Cabang Dinas Sosial Prop1n51
Dgerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Dacrah
- Tingkat-II Scmarang '

d. Penanggulangan adalah sogala kcglatan/usaha R
untuk mencogah dan momberantas $#imbulnya Hanlta

- Tuna Su511a 3 _
¢, Rchabilitasi adalah scgala kegiatan/usaha penyem—
buhan baik phisik, mental splritual dan sosial
kcmasyarakatan :

f. Wanita Tuna Susila adalah Wenita yang melacurkan

diri, yeitu mengadakan hubungan sex baik sojenis
maupun lain jehis di luar ikatan perkavinan, do -

ngan imbalan jasa atau uang.

Basp IX
PENANGGULANGAN

»

Pasal 2

et S

Didalam Dacrah Kabupatén Daerah Tingkat II Semarang,
dilarang : L S
a. Mcngadakan dan atau menycdlakaﬁ rumah/kamar/tcmpat

Wanita Tuna Susila H

Ib..Bagl Wanita Tuna Susila. berada di jalan atau tom «
pat yang keldhatan umum untuk memikat orang lain

dengan kata-kata, isyarat-isyarat atau-dengan cara
lain yang maksudnya mengajak nelakukan perbﬁaﬁanf
cabul | .
¢. Bagi siapapun baik wanita maupun pria yang-mcniﬁ:
bulkan dugaan bahva ia tidak bcrkosusilaan, bai

masih tetap berdiri, berhenti, mondar-mandir

dijalan . ..




dijalan, lapongan, disakitar atou dldlldm logmen, hotol, warung
dan ditempat wsum lainnye "otcLan mon& t pcrlnogtan_dnrifpom

bat yang scdang beortugas.

(1) Pejabat yong scdang bertugas dapat nmengadaken tlnd kan pada
goat ftu berups menyuruh mercka yang torsebut pada huruljx
lan ¢ Pasal 2 Peraturan Poerah ini agar moninggalkdn tampaf;
torsobut, momborikan'poringatanzatau_tindakan lain. '
(2).Tindaka.;tihd3kan lain yeng dapat dilakukan olch - Pcjabat.
‘yang scdang . bertuges pade saat itu diatur lobih lanjut cloh

Bunati Kepala Dacrak,

(1) Pongounsan berkhadap rumah pelacuran dltempat 10kh51 rchabll
Yahits Tuna Susila dilekukan bersama’ oleh PomorlnquD

ran, Dinas Sosial dan Muspika setompat.’ : _
(2) Rumek melrcuran dan warganye dibompat 1Qkasikrohabilitaéi

nita Tuna Susila dicatat dalam buku daftar Wanita Tuna Sus

[
L]

la oleoh peotugas Dinas Sosia o _

.(3) Yanita Tuna Sugile pendatang baru i pidak dlporkon;nkan wohj

i pcn&hunl lokasi rohabilitasi Wanita Tunh Susila.
Pesal 5

Ditqmpat lokasi rchabilitasi ¥anita Tuna Susila diiaksan;kml
sahawﬁsaha bcfupa : . '
2. Dimbingan, pondidilkan' rokhaninh dan 3Jasmaniah, :
Blae Kogiaﬁanlléin yoang dapat monegakan ponghidupan dgr kchidupé

mercka dalam wasyarakat.
B A& B IV
TTIE REHABILITAST DAN LAPORAN
asal © _ ]
(1) Tim Rchabilitasi dibentul dengan Jurat Keputusan Pupati Ke

s

(2) Tupas polkok Tim Reohabilitasi ad clah mengadakan penongpulang

o don rehubilitasi Yenita Tuna Susila yang sccara Herperin

ci diteontukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala sacroh,

Paeal 7 dvidn dvidns
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- patkan seperti torsebut pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan pacrah ini."

"(13 Falanggarnn tarhndap ketantuan yang torsebut dalam Pnsal 2 Por

(2) Perbuatan pldana yang dimaksud dalam ayat (1) Pusal lni adala

,' pasal 7 comh S a L a ¢
ﬁnﬂgoia Tim Reha billﬁnsi yang masuk dltempat 1oka51 rehabilitasl ﬁa_

nita Tuna Sus:l“ berkewaazban : - . e d e
ol Menempdtk 7] dirlny sebagai petuges Pemarlntah/Pemorintah Dacrah 8

by Memberd contoh tindakon yang bail ;.-:

| Ch Memberlkan nesechat, petunjuk dan pengarﬂhan yang balk.-"

: Pasal 8 . _
Pctugas tempat lokesi rehabilitasi Uanita Tuna Suslla waglb melapor—;'
kon secard poriodlk kepada Bupati Kopala Daerhh tentang keadaan dan |
perkembangan %empat tersebut dongan diketahui . olch Tlm Rehabllitasi.

BAB V
PhNUTUPﬁN TH MPAT—T EMPAT YANG DILARANG
pasal 9

(1) Bupati Kepml“ Dacrah berwenang ne mﬁrlnt nkan dengan Surat Kepu -

tusan untuk menutup tempat-tempat seperti tersebut pada Pasal 2
_ huruf a Peraturan Daerah ini j

(2) Turunan Surat Keputusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditem -~
pa atkan pade pekarangan atau rumah/bﬁngungn yang berSungkutan, se
hingga mudah dilihat oleh umum A : i

(3) Perintah penutupan tersebut pada ayat (1) dapht meliputi tcmpat
yeng dipergunckan, seluruh rumah/bangunan atau seluruh.pekarangu_'
an yang bersangkutan,

' - ‘pasal 10

Dilarang mcngambil atau merusak turunan Surat Keputusan vang ditem -_f;

patkan Sepertl tersebut pada Pasal 6 ayat . (2)s ' '
‘Pasal 11

Apa blla Bupati Kepala Daerah menganggap, ahwa alasan menutu tempat'_m

eraturan Daerah § v

seperti terscbut pﬂda Pasal 9 ayat (1I:sud“h tidak hda 1&@1, maka Bu_=3

pﬁtl Kepala Dﬂcraq mencabut perintah penutupan tersebut pada Pasal .

Peraturan ‘Baerah ini :
9 serta memerintahkan nengambll turunan Surat Kepubusan yang ditem-=

BAB VI

KETENTUAN PIDANA
asal 12

turan Daerah ini diancgm dengan hukumen kurungan selamaniamnny
6 (enam) bulan atau denda setzngga—tlngginya Rp.50 OOO,-- (llmn'
puluh ribu rupzah). '

pelanggsrun. : _
B A B Vilensas .i -



34 B VII
PENYIDIK h_N'
rasel 13

Selein oleh pejabat penyidik wmwg, penyidikan atas tindak pidanab_ﬁ
sebagtinnna dimcksud Pesal 12 Peraturan Dacreh ini, dilakUkan_"

oleh pejabat penyidik Pogawai Negeri Sipil dilingkungan'Pemcrigf

tah Daercoh yeng pongongkatannya ditetipkan sesuai dengon PeTL.

turan perundenge-undongon yang berlalku,

Dalam melaksonakan tugas penyidiknn, pora pejabat penyidik bcr;
wenong i ' ' . o
8. monerian laporon
b, meﬁyuruh berhenti ters&ngka don moemerilksa tanda'pengonal-die
L ' _
¢, dengan surnt tugts memasuki rumgh/bungunon yang menurud du =
geannys. odn pelanggreran 3 ) '
d. mongadakaﬁ tindokon lain yeng menurut hukum dapat dipertangg
gung jounbkan, ' '

B&ADB VIII

KETLHTUAN PLRALIHAL
Pasal 15 -

balam jangka wakbtu selambatelombatnys 2 (dua) tohun setelah bex:
lelkunya Peraturan Doerah ini, semua tempot/rumah Vanito Tune Su
sile sudeh horus ditutup, kecualil di tempat lokosi Rehaobilitasi:

venita Tuno Susila.

B4 B IX
KETENTULN PENUTUP
Pasal 16

Hol = hol yeng belum diatur dalam Pornturan Dacrah ini sopon -
Jang mengenai peloksanaannyn akan dintur kemadian olch Bupnti

Kepala Dnorah,

Pasal '1?,.......;.,




Pasal 17
Poraturan Paerah ini mulai berlaku pada tanggal diundarigkan.

Agar supaya setiap.orang dapat'mengetahuinya, nemerintahkan
pengundangan - Poraturan qurah ini dongan'pdnompatannyd dalam
Lembaran Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Somarang.

Ungaran , 9 Juli 1987

Ungaran, 9 Juli 4987

DEVAY PERWAKILAN RAKYAT DARRAH BUPATI KEPALA DAERAN TINGKAT TI
KABUPATEL DAERAH TINGKAT X1 SEMARANG SEMARANG '
KETUA, "
_ B ttd
. : Capu .
Cap. ttd
ISMOJO HADISOEMARTO | Drs. HART O M O
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PENJELASA N. A5;
. e ar e fante
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAE TINGKAT TI SEMARANG |
NOMOR 8 TAHUN 1987 '
TENTANG
PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA, .

A, PENJELASAN UMUM,

Akhir-akhir ini di Dacrah Kabupaten Dacrah Tk.II Semarang
menunjukan adanya géjala;gejala meningkatnya jumlah Wanita Tﬁﬂa-Susi
la yang melakukan kegiatan 41 jalan-jelan winun atau di tompat-tempat
S urunt . | | . :

Keadaan sopcrti'terscbut-diatas jelas akan menimbullan akibat pega#
tif bagl masyarakat.umumnya5 terutena bagi gonerdsi'mudanya; -

Tuna Suéila pada hakekatnya dilaraﬁgloléh'agamé dan bep
tentangan dengan norma kesusilaan.

Menpgingat hal torscbut dlatao scerta dampak sos*al Jang dlaklbatkan-'
nya begitu luas, dipandang peorlu untuk molakukan usaha-nsuha ponang
gulangan sorta rchabilitasi. ' ' .
Diharapkan dengen adanya tindakan-tindakan dari pejabal yang berwe-
naﬁg.dan pembinaan yang-&ilaksanakan secara kohtinyu dan terpadu pa'
ra Wanita Tuna Susila torsobut dapat monJadl warga masyarakat yang
bail. _ _

“Untuk mompermudah penanganan dalam pombinaan tefscbut,di“
Dﬂorhh Kabupaton Dagrah Tingkat II Scmarang tolah ditunjuk tompat
lokasi rchabilitasi Wanlt%bgggihfgﬁléégggﬁg berada dibawah pengawqg' .

" an Instansi Pomerintah Z. yang dibontuk dalam suatu PTim Rehabilitasi.
) Di lokasi tompat rehabilitasi Wanita Tuna Susila torschbut
akan diadakan kegiatan ponyembuhan bailk phisik, néﬁtul spiritual dan
sosial momabJargkatan serta pendldlxun sesual dengan bakat dan ketram
pilan merckas _ - e P

Disamping itu -lobih . offcktif = ussha penbinaan  Wa-
nitﬁ Tuna Susiia torsohut, maka somua tempat/rumah Wanita Tuna Susila
yang sudah ada di Dacrah Kabupaton Dacran Tingkat II Somarang, yang
tidak berada di bawah pongawasan Tim Rchabilitasi - dlnyatakan dl tutup;'

honglngat dlsamplng Vanita Tuna Susila Juga tordapat My
cikari, Tamu, dan. calao scbagal UNSUr-unsur yung mcndukung tlnbulnya Wa
nita Tuna Susila, maka di. harapkan adanya hubungan kerja sama dgn ko— '
ordinasi yang sobaik-haiknya antar Instansi yang torhalt dalgm upaya o
pombinaan. ' e |
B. PENJEL SAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampail dengan 17 : Cukup jelas. B
| o= T %




